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Pengadaan Tanah Skala Kecil
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* Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantah
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Pengaturan Baru Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk

Sl Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Pasal 123 UU 6/2023
A

4

Perubahan status tanah dilakukan sampai
dengan penetapan lokasi

Al

P O

“pihak yang menguasai tanah negara
dengan itikad baik” adalah:

1. penguasaan tanah vyang diakui oleh
. . Inventarisasi dan Identifikasi untuk Satgas peraturan perundang-undangan;

Iamiahan 6I(edna?]')dePISdKe%elr']tll\r/‘lganIiJcrjnurg: A dan B dapat dilakukan oleh Surveyor/ 2. tidak ada keberatan dari Masyarakat
. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas @ . . .
2. kawasan EkonomiKhusus Penyurvei Berlisensi giiiﬁ?t dAedna;ankﬁlaur;aahlaari]rf,d:tsjua;?huakylaari]r%
3. kawasan Industri Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Skala P 1 atas penguasaan Tanah baik sebelum
4. kawasan Pariwisata Kecil oleh Bupati/Walikota S maupun selama pengumuman
5. kawasan Ketahanan Pangan berlangsung; dan
6. kawasan pengembangan teknologi ' . 3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian

yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 7y Bentuk Ganti kerugian untuk tanah dgrl 2 (dua) orang saksi yang dapat

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, N Wakaf/TKD dapat dalam bentuk uang dipercaya

atau BUMD. Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat

Pengadaan Tanah dalam kawasan hutan melalui
mekanisme perubahan peruntukan atau
pelepasan kawasan hutan

.
4

dilaksanakan melalui tahapan pengadaan
tanah atau secara langsung

Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi
(Penlok) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang tanpa memulai proses
dari awal

1. Nilai Ganti Kerugian bersifat Final dan

Mengikat
2. Penilai mendampingi saat musyawarah

4z

1. Pihak yang Berhak terdiri dari:

a. pemegang hak atas tanah;
b. pemegang hak pengelolaan;
c. nazhir untuk tanah wakaf;
d. pemegang alat bukti tertulis hak
lama;
masyarakat hukum adat;
pihak yang menguasai tanah negara
dengan itikad baik;
g. pemegang dasar penguasaan atas
tanah; dan/atau
h. pemilik bangunan, tanaman, atau

0]

Kementerian ATR/BPN membantu instansi yang
memerlukan tanah dalam penyusunan DPPT
(Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah);

benda lain yang berkaitan dengan

tanah
2. Masyarakat hukum adat keberadaannya
diperkuat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadilan Negeri wajib menerima
penitipan ganti kerugian dalam 14 hari

Pelibatan Pengguna dan Pengelola BMN
dalam Konsultasi Publik

lﬂ~ @KementorlanATRBPN [_@l @kementerian.atrbpn t@! @Kementorian ATREPN UHGNT, 1 aoRa
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) ATR/BEN Pengaturan Baru Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk

maju dan modern

Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Pasal 124 UU 6/2023 Pasal 173 UU 6/2023 Ketentuan Lain

b o o

we lil
Weg V¥
j’:ﬁ Apabila terdapat persoalan konkrit, pungutanatau pengenaan tarif
Pengadaan Tanah untuk PSN dapat “m”graiuk?ﬁ”%?g?(srigéa Menteri ddaa;gsr;[ 0 %h(nc(i)l pet:sen) bea p(;erlolehan hakdatas
Pengaturan Proses Pengadaan Tanah dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggaraan  urusan pemerintah ::EZh Szgi aggﬂ]ggngjngw pengznilzrll
dalam Kawasan Hutan, Lahan di bidang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan  Proyek
Pertanian/LP2B, Tanah Kas Desa, Tanah pembangunan untuk kepentingan Strategis Nasional
Wakaf, Tanah Assetdan Tanah Negara umum
Proyek Strategis Nasional belum dimuat
dalam Rencana Tata Ruang, Kesesuaian @ (
Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan
dalam bentuk Rekomendasi Kesesuaian perubahan data pendukung di Penyelesaian laporan dan/atau
Kegiatan Pemanfaatan Ruang luar penetapan lokasi dapat pengaduan dari masyarakat kepada
diajukan revisi penetapan pimpinan K/L atau APH terkait
lokasi berdasarkan pengadaan Tanah dan PSN, dilakukan
rekomendasi Ketua Pelaksana dengan mendahulukan proses
Pengadaan Tanah administrasi

» &

HIIN=

Pengadaan Tanah untuk PSN melalui
mekanisme  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum;

o’ {@atr_bpn o' @KementerlanATREPN l@! @kementerian.atrbpn I@l @Kementerian ATRBPN
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Landasan Hukum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

UUNo 2 Th 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum

©| ({@atr_bpn

0' @KementerlanATREPN

Perpres 71 Tahun 2012
Perpres 40 Tahun 2014
Perpres 90 Tahun 2014
Perpres 30 Tahun 2015
Perpres 148 Tahun 2015

Perka BPN No 5 Th 2012
Permen ATR/Ka BPN No 6 Th 2015
Permen ATR/Ka BPN No 22 Th 2015
Permen ATR/Ka BPN No 20 Th 2020

|@I @kementerian.atrbpn @ @Kementerian ATRBPN

UUNo 2 Th 2012
tentang Pengadaan
Tanah bagi
Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum

Setelah UUCK

UU No. 6 Th 2023
tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

PP No. 19 Th 2021
tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan
Umum

Telah Dilakukan
Revisi melalui
Peraturan
Pemerintah Nomor
39 Tahun 2023
tentang Perubahan
atas PP No. 19

Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum

Permen ATR/Ka BPN
No. 19 Th 2021 tentang
Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 19
Tahun 2021

Revisi Permen
ATR/BPN No. 19
Th 2021
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
PP No. 19 Tahun
2021 (proses
penyusunan)
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Pengadaan Tanah Skala Kecil:
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

. e Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/
~ Bupati/Wali Kota mengajukan
“ Permohonan KKPR untuk Kegiatan yang
Bersifat Strategis Nasional ke Menteri
Pemohon ATR/Kepala BPN c.q. Dirjen Tata Ruang
f Validasi
Q dokumen
: usulan

SurotTo 1A
Fernia ranuon
Dokumen Fidok Longkap

Catatan:

PEKXKPR tidak bisa diterbixan fka dolom lokos
pecmohonon terdopat FOTR  yong teloh
terintegrasi dengon sisterm OSS

*Dolam hest sebagian rencana lokas
kegiotan bernda poda delineasi ROTR yang
terintegrost sstem 0SS, moko penarbiton SPS
mangikul ketentuan KKKPR don PKKPR

**Hanya diberikan 1 (satu) kol kesempatan

Pembeeitahucn PengursanP 19

Poembayaran
PNBP
PKKPR**

O luar Selineasi

Permohonan
dibatalkan

untuk
Keterangon : P e s e r— ROTR (PRKFI}
» PMK 143/2021: Pasal 2
. Dilakukan oleh Pemohon : (3) dan Posal 3 ayat (1)
| - Permen ATR/KBPN 35/2021
- Dilakukan oleh Petugas KKPR H Paszal 4
Dilakukan oleh Kantah

—lp RKKPR yang sebelumnya diproses dengan mekonisme KKKPR
—p RKKPR yang sebelumnyadiproses dengan mekanisme PKKPR

Pemeriksaan kesesuaian
lokasi berdasarkan RDTR
terintegrasi 0SS

Ponambaohan
Permohonan bt cymisiained
dibatatkan PregP

Permnohonan
dibatalkan

pembayoran
PNBP PTP




Pengadaan Tanah Skala Kecil:
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

2. Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Sec. Non-elektronik oleh Pemerintah Pusat.

Pemohon mengajukan Permohonan KKPR

untuk Kegiatan Nonberusaha kepada [ SRS anE e S0 S et ~

w kepada Menteri ATR/BPN c.q. Direktorat { _PMKIso/20Pasaldayat()) |
. Jenderal Tata Ruang

%4} L ‘
‘“ Parmohonan — POMDbayaran .
t Validasi dbhs gl

Q dokumen
usulan

1. SurotTanggapanlA
pembentahuan Dokumen Tidok Lengkop

2. SurotTanggopanl
Pemrbertichuon  Dokuven yarng tebh
diperbaiki  mosih  tidok  lengkap  don
permohoron  dibatalkon  serto  permohon
dapat berrmohon ulang

‘: Penilaian
PKKPR

Surat Tanggopan 2

Unit Eselon Il DJTR memberkon surat:
Catatan: . " PemberitohuonDokumentengkap PKKPR
PKKPR tidak bisa diterbitkan jika dalam lokasi T P Tl Pertahon ditolak

(PTP) untuk permohanan ol kuat

ermohonan terdapat RDTR ya telah terintegrasi
P P yang g Selineas RDTR (PKKPR)

dengan sistem OSS

Keterangan:

Pemeriksaan kesesuaian
B pilakukan oleh Pemohon lokasi berdasarkan RDTR
B Dpilakukan oleh Petugas KKPR (Unit Eselon Il DJTR) terintegrasi 0SS

Dilakukan oleh Kantah (?

* Dalam hal sebagian rencana lokasi kegiotan berada
pada deliniasi RDTR yang terintegrasi sistem OSS maka KKKPR
penerbitan mengikuti ketentuan KKKPR dan PKKPR disetujui

R —
0 @atr_bpn o @KementorlanATRBPN Q @kementerian.atrbpn @ ‘@Kementerian ATREPN



3. Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Sec. Non-elektronik

oleh Beheriniah Baeiah

Pemohon mengajukan Permohonan KKPR
untuk Kegiatan Nonberuscha ke Kepala v -
Daerah c.q. kepada Kepala OPD yang b i A LA

a membidangi urusan penanaman modal
yer dan investasidengan tembusan Kepala
%‘ OPD yang membidangi urusantata ruang

Pormohonan SRR Pambayoron .
s Validasi P R

? -

1. SurotTonggeponiA
pamberitohuon Dokurmaen Tidok Lengkop

2. SuratTonggopan i
Parrbertohuon  Dokumen  yang - teloh
giperbolki - mosh ok lengkop  don
permohonan  dbatolkan

Catatan: ‘ Penilalan »” PKKPR
; : i & ; PKKPR* disetujui
PKKPR tidok bisa diterbitkan jika dalom lokasi permohonan
terdopat RDTR yang telah terintegrasi dengon sistem 0SS - ?
Surat Tenggapan2
Keterangan: 0PD yong membidongi penanaman medal
Mmm'\mm
g =+ Pemberitahucn Dokurmentengkop PKKPR
[ Dilakukan oleh Pemohon ‘ oo o e "E“',,,"“,w';‘:,,"’m"“w‘ e ditolak
e dednoost ROTR

B oilakukan oleh OPD yang membidangi

RxPR) Pertimbangan
124

urusan tataruang
. Dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan Pemeriksoan kesesualan e
penanaman modal dan investasi lokasi berdasarkanRDTR
terintegrasi OSS
B oilakukan oleh anggota FPR Daerah
Dilakukan oleh Kantah

* Daloam hal Sebagian rencana lokasi kegiayon berada poda
deliniasi RDTR yang terintegrasi sistem OSS maoka penerbitan
mengikuti ketentuan KKKPR dan PKKPR

e {@Kemontorian ATRBPN




Pengadaan Tanah Skala Kecil: Ketentuan Umum

Merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari <5 (lima) hektar yang dapat
dilaksanakan secara langsung ataupun melalui tahapan.

Tujuan. Pengadaan Langsung | Melalui Tahapan

a  Efisiensi
O Efektivitas

Dilaksanakan dengan Mekanisme: Tahap Perencanaan.
1. Jual Belj; b
2. Hibah; Tahap Persiapan.
Cara. 3. Tukar Menukar; b
. 4.  Pelepasan secara Sukarela; Tahap Pelaksanaan.
O  Pengadaan Langsung; . . . -
5.  Cara lain yang disepakati.

3 Menggunakan Tahapan. Tahap Penyerahan Hasil.

*) Dilaksanakan secara langsung oleh IYMT
dan tidak memerlukan Penlok.

Diperlukan dalam hal:
ya rat. **) Wajib dilaporkan oleh IYMT kepada a Diperkirakan a.kan mendapatkan
O Memenubhi Kesesuaian Kantor Pertanahan setempat. penolakan dari masyarakat;
. a Lokasi Pengadaan Tanah tidak
Kegiatan Pemanfaatan . .
memungkinkan dipindah.
Ruang.

*)  Penlok ditetapkan berdasarkan rencana
DPPT dan rencana kerja IYMT oleh
Bupati/Walikota.

'o' {@atr_bpn 0 @KementerlanATRBPN l@} @kementerian.atrbpn #@:I @Kementerian ATRBPN



Pengadaan Tanah Skala Kecil: Tahapan Pengadaan Tanah

@ Penganggaran
RK-K/L dan DIPA

@ Pelepasan Hak

Pembayaran UGR
Pelepasan di Kepala
Kantor Pertanahan /
Notaris

- Wajib Pendaftaran Hak

@ Penilaian

Dilakukan oleh Jasa Penilai
Pertanahan / Penilai
Publik/pejabat yang ditunjuk
Menteri.

‘a’ (@atr_bpn

o @KementerlanATRBPN l@! @kementerian.atrbpn

5@' @Kementorian ATREPN

@ Perencanaan

Tanpa Penlok
Penyusunan DPPT
dengan muatan &
studi kelayakan
minimal

@ Persiapan

Memenuhi KKPR
Penentuan/Survey
Lokasi

- Wajib Lapor Kantah

@ Pelaksanaan

- Pertemuan Pemilik Tanah

- Jual Beli/Tukar
Menukar/Hibah &
disepakati kedua belah
pihak

Apabila Pengadaan Tanah <5 ha
(dibawah 5 hektar)
menggunakan tahapan.

**Catatan:
Dilakukan secara Mutatis

Mutandis

Sesuai Tahapan
Pengadaan Tanah dalam
Ketentuan Pasal 3
sampai dengan Pasal 150
PerMen ATR/Ka BPN No.
19 Tahun 2021



ISU STRATEGIS (PERMASALAHAN) dan
MITIGASI RESIKO PENGADAAN TANAH
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ATR/BPN

is Loyal Adaptif

>
il bodosels Isu Strategis & Permasalahan Pengadaan Tanah BerAKHLAK

Permasalahan & Tantangan:
(sesuai UU 2/2012)

02
Ketidakpahaman Tahapan Pengadaan Tanah pada UU 2/2012
01 » Pelaksana pengadaan tanah seringkali melewati beberapa proses wajib
. ot . . untuk dilaksanakan;
Tidak !'|nC| dar.l tidak tepatnya data yang disajikan « Pelaksana pengadaan tanah tidak melaksanakan dan menyimpan
mengakibatkan timbul hambatan dan keterlambatan pada dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga berdampak pada

pelaksanaan inventarisasi ataupun pengukuran kebutuhan data ke depannya;
e Sering terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi dalam pelaksanaan
pengadaan tanag antara Instansi yang Memerlukan Tanah dengan
Pem da, ATR/BPN, dan pihak lain yang berwena ng.

04
03 Perubahan Rencana, Penambahan Kebutuhan, dan Pembatalan Kegiatan
Pelaksanaan Proses pada Tiap Tahapan Pengadaan Tanah Kondisi lapangan yang dinamis serta kebutuhan dan arahan
« Pelaksanaan potensi maupun konsinyasi cukup banyak; tambahan langsung dari pimpinan berdampak pada perubahan
* Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi berulang akibat keterbatasan rencana dan penambahan kebutuhan;

dan ketidaktepatan data; Performa yang tidak baik serta keterbatasan yang timbul dalam

* Pelaksanaan pengukuran, appraisal, dan pengumuman yang terhambat

B R v cari pihak terkait pela1<sanaan berdampak pada pembatalan kegiatan.

[ YORUNRY  TPRSCR RSO —




ATR/BPN Isu Strategis & Permasalahan Pengadaan Tanah

aju da i : : : . . .
B Dcloksanaan pengadaan tanah seringkali bersinggungan dengan berbagai pihak, terutama terkait kewenangan dan kepemilikan

tanah. Dalam melaksanakan pengadaan tanah seringkali bersinggungan dengan Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa, Tanah Kehutanan,

Tanah TNI, dll.
Permasalahan & Tantangan:
(secara Umum)

Pengadaan Tanah untuk Tanah Kehutanan

Mekanisme Pembayatan Ganti

Kerugian Penolakan Masyarakat Solusi

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur _ R e

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala
antara pelaksana pengadaan tanah dengan K/L terkait
Ketidakpahaman proses dan mekanisme penggantian tanah K/L Peningkatan kompetensi pelaksana pengadaant anah melalui
terkait Kesulitan dalam mengumpulkan data, informasi, dan status workshop dan sosialisasi pengadaan tanah

Updating Data Pengadaan Tanah PSN

tanah terkait Kesulitan pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait

Keberjalanan birokrasi yang memakan waktu lama

Permasalahan & Tantangan:
< Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
(Waktu Pelaksanaan) o : :
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyelesaian

PSN umumnya memiliki jangka waktu target permasalahan yang tidak tanggap dan berlarut-larut;
Ketidaktersediaan dana yang cukup untuk melaksanakan ganti

kerugian ataupun biaya operasional;

Proses yang berulang diakibatkan data danin formasi pada tahap
perencanaan tidak rinci dan tidak tepat;

Ketidaksepakatan akan ganti kerugian antara pelaksana
pengadaan tanah dengan Pihak yang Berhak.

penyelesaian yang singkat dan minimum
Kondisi lapangan yang dinamis,

Banyak keterlibatan berbagai pihak
Conflict of interest menyumbang sulitnya
penerapan peraturan.

0 (@atr_bpn o @KementerlanATRBPN Q @kementerian.atrbpn @ (@Kementerian ATRBPN



{G5) ATR/BPN [su Strategis dan Permasalahan Pengadaan Tanah

77 maju dan modern

Permasalahan & Tantangan:

(Pengadaan Tanah Bersinggungan dengan
Tanah Masyarakat)

+« Okupasi Masyarakat di Tanah Negara:
Ketidakjelasan status tanah berdampak pada sulitnya
pelaksanaan ganti kerugian khususnya tanah
kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

* Penolakan oleh Masyarakat:
Umumnya ditemui saat terjadi ketidaksepakatan akan
jumlah ganti kerugian atau diakibatkan
ketidakpahaman masyarakat akan proses pengadaan
tanah sebelum terjadinya kesepakatan atau ganti
kerugian

* Ketidakjelasan Kepemilikan Tanah
Kepemilikan tanah yang terdaftar sering tidak sesuai
dengan masyarakat yang menempati tanah tersebut
atapun tidak diketahui keberadaan pemilik tanah
sehingga berdampak pada sulitnya pelaksanaan
inventarisasi hingga ganti kerugian

o

Permasalahan & Tantangan:
(Pendanaan dan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah)

1 Sumber Dana Ganti Kerugia n dengan Dana LMAN
« Pemahaman terkait persyaratan dan legalitas ganti kerugian dengan menggunakan dana
LMAN

« Mekanisme ganti kerugian dengan menggunakan dana LMAN

2. Biaya Tak Terduga , Biaya Penda m pingan, dan Biaya Operasional
« Sumber dana yang dapat digunakan

« Legalitas pengeluaran dana untuk kebutuhan terkait
« Mekanisme perencanaan anggaran yang tepat
« Mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait

3. Belum Turunnya Dana Pem bayaran Ganti Kerugian
« Berdampak pada timbulnya protes dan penolakan warga
« Berdampak pada potensi munculnya spekulan lahan
« Membutuhkan pemahaman akan mekanisme penarikan dana yang tepat dan cepat

4. Penghematan Dana Pengadaan Tanah untuk Ganti Kerugian
Tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi penghematan yang berakibat pada
kekurangan dana ganti kerugian
Sumber dana alternatif yang dapat digunakan
Solusi dan proses terkait untuk mencegah terjadinya keterlambatan

. Pengalihan Pembayaran Ganti Kerugian dari Pemda kepada Pemerintah Pusat
Pemahaman terkait kewenangan dan legalitas pengalihan pembayaran
Sumber dana yang dapat digunakan
Langkah koordinasi yang perlu dilakukan
Mekanisme dan proses pengadaan tanah yang berkoordinasi dengan Pemda

poy , <Ee. 7 P o 7
u. @atr_bpn 0 @KementerlanATRBPN |@| @kementerian.atrbpn @ @Kementorian ATRBPN /ﬁmyﬂfﬁ, fo‘ﬂf eé1aonat, 7;4‘“/?@/%%
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PENGUATAN KOLABORASI EMPAT PILAR

Kementerian Pemerintah Aparat Penegak Badan Peradilan
ATR/BPN Daerah Hukum
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maju dan modern

Pengadaan Tanah tergantung 5 (lima) Pilar, yaitu:
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isbtsy Faktor Kesuksesan Pengadaan Tanah BerAKHLAK

Tata kelola yang baik dalam pelaksanaan
pengadaan tanah

* Rincian Anggaran Biaya Operasional
* RencanaJadwal Kegiatan
* Kualitas Daftar Nominatif dan Peta Bidang

* Kepatuhan terhadap jangka waktu pelaksanaan pengadaan
tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tim Pelaksana solid

Pelaksana Pengadaan Tanah
Pemerintah Daerah

Penilai Publik/KJPP

Instansi yang memerlukan tanah
Masyarakat yang terkena pembebasan

Kepastian ketersediaan Uang Ganti Rugi
ataupun Biaya Operasional Pelaksanaan
Pengadaan Tanah

Dokumen yang berkualitas terdiri dari:

v/ Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang
berkualitas

v Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi
v Dokumen Penyerahan Hasil

Sinergi dan koordinasi antar K/L dan Perencanaan yang baik dan akurat

pihak terkait lainnya
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Terima Kasih
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